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. MAHKAMAH AGLUNG
memeriksa perkara fata usaha negara pada peninjauan kembali telah

e

WALI KOTA MAKASSAR, tempat kedudukan_ di Jalan

PP
v T

memutus dalam perkara: ool

Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. aniati, S._S'FP., M.H.,
jabatan Kepala Bagian Hukum Pe[ngﬁr}iéh-\ Kota makassar,
pada kantor Wali Kota Makéssér,- ‘dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa. © Khusus Nomor
181 .01134!SKIB.HUKflll!2023.‘t'aqggél 13 Maret 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

IS

ANDI BAU ZELUIiBiN ;AN[il BAU APPO BIN MAPPANYUKKI,
kewarganegéiaari Indonesia, tempat tinggal di Jalan Angsa |
Nomor 7 RT Q02/RW 001, Kelurahan Pannambungan,
Kecéq)atap! Marisa, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

“Termohon Peninjauan Kembali;

s

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN-
GOWA, tempat kedudukan di Jalan Mallombasang Nomor

65 Sungguminasa; LT
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sunanah S E., jabatan
Koordinator Kelompok Substansi Pengendahan Pertanahan
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
996/8Ku-37.06.MP.02.01/v/2023, téng‘g;al 9 Mei 2023;

Turut Termohon Péninjqua_l; Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;
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Membaca surat—silrai )’féng bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang,” bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalamy‘,gugatannya memghon Kepada Pengadilan untuk .- "
memberika’nﬁ F"utusAanwsebagai berikut: B

1. Menbabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
° .

.2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negéra

v iaeru'p”a Sertipikat Hak Pakai Nemor 5/Romang Polong tangbal 9-3-2010,

+  Surat Ukur Nomor 00798/Romang Polong/2009, tanggal 20-5-2009, luas
62.678 m? {(enam puluh dua ribu enam ratus tu1uh puluh ‘delapan meter
persegi), ata nama Pemerintah Kota Makassar; ' 5

3. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa
untuk mencabut/mencoret Sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Romang Polong
tanggal 9-3-2010, Surat Ukur Nomor - 00798/Romang Polong/2009,
tanggal 20-5-2009, luas 62,678 m? (enam puluh dua ribu enam ratus
tujuh puluh delapan meter perse‘g’i)';;

4. Memerintakan kepada Terg'lida’t (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Gowa) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat (Andi
Bau Zaldi Bin Bau- Apo Bin Andi Mappanyukki) setelah Penggugat
memenuhi pennohonannya dengan syarat-syarat vang ditentukan oleh .
peraturanperundang-undangan yang betlaku;

5. Menghukum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa)

+ untuk r_fzér'nbayar segala biaya yang timbul berkenaan dengan perkérafini;'

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, ‘Térg'ug‘at dan

" Tergugat I Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat: .

- Gugatan Penggugat error in competention, -

- Gugatan Penggugat kedaluwarsa/lampau wé\ktu;-.

- Gugatan Penggugat kabur; E

- Gugatan Penggugat prematur;
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Eksepsi Tergugat Il Interven5|

o

- Gugatan Penggugat salah cbjek;
- Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa;
- Kompetensn absolut

Memmbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata

Usaha: Negara Makassar dengan Putusan Nomor 37/G TUN12011!

P_._:I'UN.MKS, tanggal 17 Januari 2012 kemudian di tingkat banding putusan

", ‘ter;ebui dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha N"egéré Mhakassar

dengan Putusan Nomor 63/B.TUN/2012/PT.TUN MKS, tanggél :‘I'Bq..JuIi 2012

dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan -o!eh' Mahkamah Agung
dengan putusan Nomor 498 K/TUN/2012, tanggaf_26 F_'ebru'an' 2013,

Menimbang, bahwa sesudah putusan. terakhir ini diberitahukan
kepada Pemchon Peninjauan Kembali pada‘ténggal 29 Maret 2014,
kemudian terhadapnya oleh Pemohon Penlnjauan Kembali diajukan
permohonan peninjauan kemban dlserta| dengan alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadllan .Tata ‘Usaha Negara Makassar tersebut
pada tanggal 15 Maret 20'23_;"‘ o

Menimbang, pahwa pé'rmohonan peninjauan kembali dart Pemohen
Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum sebagaimana Berita
Acara Sumpah Nomor 37/G.TUN/2011/PTUN. MKS, juncto Nomor 63/B.TUN/ ‘
2012/PT.TUN. MKS juncto Nomor 488 K/TUN/2012, tanggal 28 Maret 2023;

3

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertg_ ;
*z-i‘l‘asa‘nnya:r felah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentljkah dalam
pndang-undang, oleh karena itu penmohonan peninjauan‘kfer_nbali iersebut
secara formal dapat diterima; )

Menimbang, bahwa berdasarkan Memoeri Peninjal;'a}l Kembali yang
diterima tanggal 15 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Putusan ini, Pemohon Pemn;auan Kembail memohon kepada
Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagal berikut:

..‘\

i T #

S
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1. Menerima atau merigabul}(xan permohonan peninjauan kembali dari
Pemchon Peninjauan Kembali (PK);

2. Membatalkan Puiusan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 2013 Nomor
498 K!TUNf2012 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara .
Makassar tanggal 18 Juli 2012 Nomor 63/B.TUN/2012/PT.TUN MKS‘
juncio Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17,_\
Janiari 2012 Nomor 37/G.TUN/2011/P.TUN; ,

3 Menyatakan sah novum berupa putusan Peninjauan Kembah Nomor 868
" PK/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Romang Polong, Surat
Ukur 00798, luas 62.678 m? atas hama Pemerintah Kota Makassar;

5. Memulihkan kembali Sertipikat Hak Pakai Nomor 5!F\;o§nang Polong, Surat
Ukur 00798, luas 62.678 m? atas nama Pemerintah Kota Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap Eu’lemori Pe;'[injauan Kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Ketnbali tidak mengajukan Kontra Memari Peninjauan
dan Turut Termohon Peninjau’.?ln _"Kembali mengajukan Kontra Memori
Peninjauan Kembali padai'—fabggal 11 Mei 2023 yang pada intinya agar
menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut Mah karnah Agung berpendapat;

- Bahwa tjdak dltemukan adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan
yang nygta sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang- Unc{ang ’
Nor;wr 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana_telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. dan perdbahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan setelah
memperhatikan secara saksama dalil-dafil yang dikemukakan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya
dalil-dalil Pemochon Peninjauan Kembali tersebut hanya sekedar
perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon
Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat
dikatagorikan sebagai adanya kek__f'ii!afan:"Hakim atau adanya kekeliruan
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yang nyata;

- Bahwa Tergugat telah mengetahui keadaan tanah yang telah direstribusi
tersebut mengandung segi kekurangan yuridis, maka berdasarkan asas
spontan yeerni‘etqghing yaitu apabila Badan atau Pejabal Tata Usaha
Negara rﬁehgetahui bahwa dalam surat keputusannya mengandung segi
kekurangan yuridis maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
telah menerbitkan surat keputusan yang mengandung kekurangan ;fl{ridis

- “tersebut wajib untuk mencabut danfatau memperbaiki‘ dan/atau

* membatalkan surat keputusannya yang telah diterbitlh(ann'ya yang
mengandung kesalahan yuridis tersebut, hal ini sesua'i dengan ketentuan
Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republlk lndonesua Nomar 224
Tahun 1861 tentang Pelaksanaan Pembag:an Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian dan dictum memutuskan angka 8 yaitu Surat Keputusan Kepala
Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 166/XVII/170/8/1965,
tanggal 26 September 1965; {

Menimbang, bahwa glasan-alés'an tersebut tidak dapat dibenarkan,
karena putusan Mahkamah Aéun'g di tingkat kasasi telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang beriaku, tidak terdapat kekhilafan
Hakitn atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan
Kembali tidak. bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan |
pemmbangan hukum dari putusan kasasi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,- maka
permohc;na'n peninjauan kembali yang diajukan aleh Pemohon Peninjauan
Kembah tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus dltoiak

Menimbang, bahwa karena permohonan penmjauan kembali ditalak,
maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada

\

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Unt{ang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung §eh:a§ai_man'a, tetah diubah dengan Undang-
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a
'

Undang Nemor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan, Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-UnEiang -Noﬁor 51 Tahun 2008, serta perafuran perundang- .

undangan [ain yang terkait; '

o MENGADILI:
; L1_.ther'|_c'Jlak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon‘Pehinjéuan
V" Kembali WALI KOTA MAKASSAR; '

2. Menghukum Pemohon Peninjavan Kembali mé:mbaya[ biaya perkara
pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rabét permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Qesembe} 2023, oleh Dr. H. Sunarto,

8.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah‘ﬁ\gung Bidang Yudisial yang ditetapkan

oleh Ketua Mahkamah Agunghsetiag:z;i Ketua Maijelis, bersama-sama dengan

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,l_t‘:iap Dr. lrfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu .jﬁga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, SH., MH., Panitera Pengganti

tanpa dihadiri oleh péra pihak.
Angigota Majelis: Ketua Majelis, .
ttd. ttd.
H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Dr. H. Sunarts, S.H., M.H.
ttd.
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Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. -~

Panitera Pengganti,
tid.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

: Eiiaya—biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK Rp2.480.000.00
Jumlah Rp2.500.000,00
o Untuk sai‘inanw
. T Mahkamah Agung R
atas nama Panitera
. Panitera Muda Tata Usaha Negara,
.H. Hendr. ita, S.H.. M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 0D1
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